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Abstrak

Faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan harus diidentifikasi guna
mendorong upaya untuk memastikan laporan keuangan disusun secara akuntabel dan transparan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengusulkan model konseptual pengaruh tata kelola perusahaan yang meliputi ukuran dewan
komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan transaksi pihak berelasi, serta koneksi
politik yang meliputi kepemilikan pemerintah, dan koneksi politik dewan komisaris dan direksi terhadap
kecurangan laporan keuangan perusahaan di industri ekstraktif Indonesia. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu teori keagenan, teori akuntabilitas, dan teori akuntansi positif yang akan mendasari dampak
atas tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini
menggunakan model Beneish untuk mendeteksi potensi kecurangan laporan keuangan. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif untuk membangun model konseptual terhadap potensi kecurangan
laporan keuangan dengan menggabungkan enam konsep dan tiga teori dalam satu kerangka model konseptual.
Model konseptual penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengaruh tata kelola perusahaan dan
koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan, dan menjadi referensi terbaru khususnya terkait koneksi
politik perusahaan di industri ekstraktif.

Kata kunci: kecurangan laporan keuangan, tata kelola perusahaan, koneksi politik

PENDAHULUAN

Laporan keuangan berperan penting untuk mengungkapkan aktivitas ekonomi perusahaan, sehingga
laporan keuangan harus disusun secara transparan dan akuntabel. Namun, kecurangan laporan
keuangan masih menjadi masalah global yang mempengaruhi berbagai bisnis dengan dampak negatif
yang signifikan terhadap perusahaan dan pemangku kepentingan terkait (Craja ez al, 2020). Di
Indonesia, ACFE dalam Occupational Fraud 2022 menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat
empat sebagai negara di Asia Pasifik dengan jumlah kasus kecurangan terbanyak yakni 23 kasus pada
tahun 2022. Sayangnya, kasus kecurangan yang terjadi belum secara eksplisit mengungkap potensi
kecurangan laporan keuangan yang mungkin terjadi sebagai salah satu metode dalam skema praktik
kecurangan. Secara khusus, penelitian ini menyoroti tingginya risiko kecurangan pada perusahaan di
industri ekstraktif (Lemaitre, 2019), sehingga penting untuk menguji secara empiris potensi kecurangan
laporan keuangan meskipun tata kelola perusahaan telah diterapkan sesuai regulasi, dan terbatasnya
analisis koneksi politik perusahaan. Proses bisnis di industri ekstraktif sangat erat dengan proses
perizinan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan berbagai level pejabat di pemerintahan.
Mengutip Siaran Pers Indonesia Corruption Watch (2024), kasus kecurangan perusahaan di
industri ekstraktif seperti pada PT Timah Tbk (2015-2022) mayoritas melibatkan manajemen puncak
di level direktur, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kecurangan di sektor pertambangan
melibatkan koneksi politik terhadap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan di level daerah
hingga pusat untuk melancarkan praktik kecurangan mereka. Pendapatan dan laba paling banyak
dimanipulasi pada perusahaan yang melibatkan transaksi pihak terkait (KKabwe, 2023), meskipun
perusahaan tersebut telah memiliki struktur tata kelola perusahaan yang sesuai dengan Pedoman Tata
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Kelola Perusahaan Terbuka oleh Otoritas Jasa Keuangan. Masalah tata kelola perusahaan dan birokrasi
menjadi sorotan selama beberapa dekade terakhir untuk menganalisis risiko atau potensi kecurangan
tersebut.

Survei yang dilakukan oleh the Asian Corporate Governance Association (ACGA) dan CLSA
Limited (CLSA) yang dipublikasikan dalam 11* biennial CG Watch 2023 melapotrkan bahwa Indonesia
berada pada peringkat terakhir (nilai persentase 35,7) dari dua belas negara yang dilakukan survei
sejalan dengan meningkatnya korupsi dan znside trader. Sangat jauh bila dibandingkan dengan negara
tetangga seperti Singapura (nilai persentase 64,6) dan Malaysia (nilai persentase 61,5) yang masing-
masing menempati peringkat dua dan lima. Hal ini menunjukkan masih adanya masalah tata kelola
perusahaan di Indonesia. Manajemen puncak memiliki peran vital dalam menjalankan tata kelola
perusahaan yang baik guna mendukung akuntabilitas dan transparansi. Atribut tata kelola perusahaan
harus dipertimbangkan dalam upaya perusahaan mengurangi risiko kecurangan laporan keuangan
(Nasir ez al., 2019). Meskipun perusahaan telah memiliki atribut tata kelola perusahaan yang baik dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku, perusahaan masih menghadapi risiko terjadinya kecurangan
laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya telah menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap
kecurangan laporan keuangan, di mana ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, dan
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Kurnia e a/,
2024; Kaituko 7 al., 2023; Purwiyanti & Laksito, 2022; Probohudono e¢f al., 2022; Brogi et al., 2021,
Nurcahyono e# al., 2021; dan Kusuma & Fitriani, 2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
perusahaan dengan atribut tata kelola yang meningkatkan upaya pengawasan internal melalui
peningkatan ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit, serta pencegahan konflik
kepentingan (agency problems) melalui peningkatan kepemilikan manajerial, maka perusahaan cenderung
tidak melakukan tindakan kecurangan laporan keuangan. Ketika perusahaan mampu menjaga aktivitas
bisnis tetap transparan dan akuntabel melalui peningkatan atribut pengawasan dan menekan konflik
kepentingan, peluang tindakan kecurangan akan lebih kecil sehingga pada gilirannya menekan peluang
kecurangan laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan transaksi pihak
berelasi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan (Kabwe, 2023 dan Daresta &
Suryani, 2022). Transaksi pihak berelasi cenderung dilakukan sebagai salah satu metode untuk
memanipulasi laporan keuangan dengan melakukan pengalihan atau pemindahan kekayaan (funneling)
dari pemegang saham (Habib ¢z al., 2017), sehingga pada gilirannya risiko kecurangan laporan keuangan
akan lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki lebih tinggi transaksi pihak berelasi.

Selain masalah tata kelola perusahaan, Bertrand ef a/. (2018) mengemukakan bahwa potensi
kerugian lebih tinggi dari koneksi politik bagi perusahaan yang tidak diimbangi dengan manfaat
lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kuatnya pengaruh politik dalam bisnis yang
ditunjukkan dengan banyaknya pejabat penting di pemerintahan, baik yang masih menjabat maupun
yang sudah pensiun, serta anggota partai politik yang menduduki posisi direksi atau komisaris
perusahaan (Kholid e a/., 2023). Selain itu, hubungan politik perusahaan dapat terbentuk melalui sifat
kepemilikan suatu perusahaan, misalnya kepemilikan pemerintah (Zhang, 2018), dan setidaknya ada
satu pemegang saham (mengendalikan setidaknya 10% suara secara langsung atau tidak langsung), atau
anggota dewan atau komisaris merupakan mantan atau saat ini menjabat anggota parlemen, menteri
atau kepala pemerintah daerah, politisi atau pejabat partai, anggota militer atau polisi atau pejabat
pemerintah (Habib ez a/., 2017).

Koneksi politik melalui kepemilikan pemerintah pada perusahaan mungkin mendorong
pengawasan internal yang lebih baik dan kesediaan perusahaan melakukan pengungkapan laporan
keuangan secara relevan dan akuntabel karena akses yang lebih besar oleh pemerintah terhadap
perusahaan. Di sisi lain, koneksi politik dewan komisaris dan direksi mungkin memberikan peluang
lebih besar bagi mereka untuk melakukan kecurangan dengan memanfaatkan kemampuan untuk
melakukan transfer kekayaan untuk kepentingan pribadi. Dua paradigma koneksi politik perusahaan
ini mendorong peneliti mengkaji kaitan koneksi politik di perusahaan pada potensi kecurangan laporan
keuangan di Indonesia secara lebih lanjut. Di saat yang sama, dunia bisnis dan sektor politik memiliki
area abu-abu (gr@y area) yang sulit diidentifikasi bagaimana kerugian-manfaat yang mungkin
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ditimbulkan di tengah tarik menarik antara kepentingan politik dan bisnis, mengingat baik pelaku
bisnis maupun pelaku politik memiliki sifat dasar manusia yakni oportunistik. Oleh sebab itu, koneksi
politik individu pada manajemen puncak lebih mungkin memunculkan risiko kecurangan
dibandingkan koneksi politik yang timbul akibat dari kepemilikan pemerintah.

Penelitian sebelumnya telah menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap kecurangan
laporan keuangan, di mana kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan
keuangan (Ababneh & Aga, 2019). Pemerintah yang memiliki kewajiban menjalankan prinsip keadilan
dan transparansi akan turut mendorong perusahaan yang dimilikinya untuk memastikan pengawasan
manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi dan memastikan kepercayaan dan reputasi
publik yang baik melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan, koneksi politik
dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan (Wang ez 4/,
2024; Maulidi e a/., 2023; dan Sudirman ez a/., 2023). Manajemen puncak perusahaan yang berada pada
jabatan politik atau memiliki koneksi politik mempunyai kekuatan untuk melakukan transfer kekayaan
antar berbagai kelompok. Mengingat pelaku bisnis maupun pelaku politik memiliki sifat dasar manusia
yakni oportunistik, sehingga pada gilirannya mereka dapat memanfaatkan politik untuk melakukan
kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian di atas, model konseptual penelitian ini dilakukan untuk mengisi gap
pada penelitian Firdarini (2023), Tarjo et al. (2023), dan Kabwe (2023) yang melakukan penelitian pada
perusahaan di industri ekstraktif khususnya perusahaan pertambangan namun variabel yang digunakan
hanya terbatas pada rasio keuangan dan belum menganalisis struktur tata kelola perusahaan. Selain itu,
bukti empiris pada penelitian terkait pengaruh koneksi politik dalam suatu perusahaan di industri
ekstraktif Indonesia masih sangat terbatas khususnya terhadap kecurangan laporan keuangan. Peneliti
menggunakan Model Beneish yang memiliki presisi lebih tinggi dan tingkat kesalahan lebih kecil untuk
mendeteksi potensi kecurangan laporan keuangan dibandingkan Model Dechow (Kaab Omeir e7 a/.,
2023). Sehingga, model konseptual ini menggabungkan enam konsep dalam satu model penelitian, di
antaranya tata kelola perusahaan yang meliputi ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit,
kepemilikan manajerial, dan transaksi pihak berelasi, serta koneksi politik yang meliputi kepemilikan
pemerintah, dan koneksi politik dewan komisaris dan direksi terhadap potensi kecurangan laporan
keuangan pada perusahaan industri ekstraktif di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR
Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) dalam penelitiannya yang berjudul “Theory of the firm: managerial bebavior, agency
costs and ownership structure” menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan suatu kontrak di mana salah
satu atau lebih pemilik melibatkan agen agar memperhatikan pekerjaan untuk kepentingan mereka
dengan cara mendelegasikan pengambilan keputusan. Prinsipal dalam teori ini diperankan oleh
pemegang saham atau pemilik perusahaan, dan agen diperankan oleh orang-orang pada posisi
manajemen perusahaan seperti dewan komisaris dan direksi perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan
kontrol atas manajemen suatu perusahaan tersebut dapat meningkatkan konflik kepentingan (conflict of
interest) antara prinsipal dana agen, sehingga pada gilirannya turut memunculkan risiko kecurangan
laporan keuangan. Oleh sebab itu, teori keagenan dapat digunakan sebagai pemahaman dasar terkait
tata kelola perusahaan dan kecurangan laporan keuangan.

Struktur tata kelola tata kelola perusahaan yang baik memberikan garis akuntabilitas dan
pelaporan yang transparan serta mendefinisikan hubungan dan harapan pihak-pihak yang terlibat,
sehingga kecurangan laporan keuangan dapat dicegah. Dandapani & Shahrokhi (2022)
mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan bergantung pada mekanisme internal seperti struktur
dewan dan insentif bagi manajemen. Menurut teori agensi, konflik kepentingan antara prinsipal dan
agen dapat terjadi apabila struktur tata kelola perusahaan tidak mencerminkan atribut pengawasan
internal yang kuat dan upaya menekan sifat oportunistik agen sehingga agen dapat memanfaatkan
kewenangannya dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi termasuk
melakukan kecurangan, dan pada gilirannya merugikan kepentingan prinsipal.
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Apabila suatu perusahaan memiliki struktur tata kelola perusahaan seperti ukuran dewan
komisaris, frekuensi rapat komite audit, dan kepemilikan manajerial yang semakin rendah, maka akan
berisiko melemahkan pengawasan internal dan mendorong potensi terjadinya kecurangan laporan
keuangan. Di saat yang sama, apabila transaksi pihak berelasi perusahaan semakin rendah maka
kemungkinan agen melakukan kecurangan melalui kesepakatan-kesepakatan yang tidak transparan
melalui transaksi pihak berelasi akan semakin kecil, dan pada gilirannya akan menurunkan potensi
kecurangan laporan keuangan. Dalam kondisi-kondisi tersebut, konflik keagenan dapat diminimalisir
sehingga agen tidak akan melakukan tindakan tidak etis, misalnya kecurangan laporan keuangan, dan
mereka dapat mengelola sumber daya perusahaan demi kepentingan terbaik prinsipal.

Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas (Tetlock, 1985) menggambarkan individu sebagai politisi yang bereaksi terhadap
akuntabilitas dengan cara mengoptimalkan posisi mereka dalam sistem sosial, khususnya bagi
eksekutif. Teori akuntabilitas memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan yang lebih efektif
terthadap manajemen perusahaan (Guidice ef a/., 2013) sehingga pada gilirannya menekan potensi
kecurangan laporan keuangan. Pengawasan oleh pemerintah yang lebih tinggi pada suatu perusahaan
dapat terwujud salah satunya dengan pemerintah yang turut memiliki saham perusahaan tersebut. Di
saat yang sama, koneksi politik terbentuk di mana pemerintah menjadi bagian dari pemilik saham suatu
perusahaan (Zhang, 2018).

Berdasarkan teori akuntabilitas, akuntabilitas dapat dicapai melalui struktur institusional yang
membuat pemerintah memiliki akses pengawasan yang kuat terhadap perusahaan (Hussain &
Moriarty, 2018). Kepemilikan pemerintah atas saham suatu perusahaan memungkinkan pengawasan
yang lebih efektif terhadap perusahaan dan menjaga manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan
regulasi, mengelola dan melaporkan sumber daya secara akuntabel dan transparan, serta
mempertahankan citra perusahaan yang baik dengan mencegah tindakan kecurangan.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif memprediksi bahwa pajak, regulasi, rencana kompensasi manajemen, biaya
informasi, dan biaya politik menentukan pilihan akuntansi (Watts & Zimmerman, 1978). Biaya politik
adalah transfer kekayaan yang dipaksakan pemerintah dari sektor swasta. Hipotesis biaya politik
memprediksi bahwa perusahaan akan memanfaatkan kebijaksanaan dalam pilihan akuntansi untuk
mengatur munculnya laba yang lebih rendah sebagai respons terhadap peningkatan ancaman biaya
politik (Watts & Zimmerman, 1978). Oleh sebab itu, faktor biaya politik (political costs) dapat
menjelaskan keterkaitan korporasi dengan sektor politik.

Berdasarkan teori ini, ketitka ancaman biaya politik tinggi, hipotesis biaya politik
memperkirakan bahwa perusahaan akan mengatur kemunculan laba yang lebih rendah melalui pilihan
akuntansi (Boland & Godsell, 2020). Sektor politik memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi transfer
kekayaan antar berbagai kelompok, dan sektor korporasi sangat rentan terhadap redistribusi kekayaan
ini guna menggeser laba agar lebih rendah sehingga laporan keuangan tidak akuntabel. Eksekutif
perusahaan yang dalam hal ini dewan komisaris dan direksi yang berada pada jabatan politik atau
memiliki koneksi politik mempunyai kekuatan untuk melakukan transfer kekayaan antar berbagai
kelompok. Mengingat pelaku bisnis maupun pelaku politik memiliki sifat dasar manusia yakni
oportunistik, pada gilirannya mereka dapat memanfaatkan koneksi politik untuk keuntungan mereka
sendiri daripada kepentingan pemegang saham, termasuk melakukan praktik kecurangan laporan
keuangan.

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisatis Emiten atau
Perusahaan Publik, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada
direksi, serta memastikan perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan direksi
disetujui dan diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk
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melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan, jalannya kepengurusan dan bisnis perusahaan,
serta memberikan nasihat kepada direksi.

Menurut teori agensi, pemisahan kepemilikan dan kontrol atas manajemen suatu perusahaan
dapat memunculkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Peran dewan komisaris sangat
diperlukan untuk memastikan perusahaan dijalankan untuk memaksimalkan kepentingan pemilik.
Pada kaitannya dengan kecurangan laporan keuangan, dewan komisaris bersama dengan komite audit
akan menjalankan peran pengawasan terhadap elemen-elemen pelaporan keuangan melalui bagaimana
tata kelola perusahaan dijalankan. Oleh sebab itu, ukuran dewan komisaris menjadi instrumen penting
dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap
kecurangan laporan keuangan (Kurnia ef a/. 2024; Setianingsih ez al., 2024; Rudyanto, 2024; Diah et al.,
2023; dan Brogi ef al., 2021) (Dahlan & Andesto, 2022). Ukuran dewan komisaris yang lebih besar
akan memberikan lebih banyak sumber daya bagi perusahaan untuk menjalankan fungsi pengawasan
guna mencegah kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Komite audit merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang bertanggungjawab mengelola dan
menindaklanjuti laporan tindakan potensi pelanggaran maupun tindakan kecurangan yang dilakukan
oleh manajemen perusahaan, misalnya manajer dan direksi. Tata kelola perusahaan yang baik
memerlukan diskusi terbuka antara Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. Dalam rangka
mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, rapat komite audit sebagai fungsi monitoring dapat
menjadi fasilitas untuk mencapai hal tersebut melalui keterbukaan informasi yang disampaikan manajer
dan/atau direksi. Maka penting untuk tidak memberikan celah baik waktu maupun kesempatan yang
mungkin dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan melalukan kecurangan dengan
meningkatkan frekuensi pengawasan melalui rapat komite audit.

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2025 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit diwajibkan mengadakan rapat secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dan setidaknya dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) dari
anggota. Pada penelitian ini, rapat komite audit yang dimaksud adalah semua rapat komite audit yang
dilaksanakan untuk memantau, mengawasi, dan membahas informasi keuangan perusahaan agar dapat
mendeteksi maupun menindaklanjuti kecurangan.

Teori agensi mengemukakan bahwa kecurangan pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh
adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, sehingga rapat komite
audit diperlukan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Rapat komite audit diselenggarakan
dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pelaporan keuangan dan proses pengungkapan.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap
kecurangan laporan keuangan (Negoro & Wakan, 2022; Purwiyanti & Laksito, 2022; Dewi &
Anisykurlillah, 2021; Nurliasari & Achmad, 2020; dan Yakubu ez a/., 2020). Rapat komite audit yang
lebih sering mungkin menghasilkan tingkat pengawasan yang lebih tinggi karena komite audit dapat
mencurahkan lebih banyak waktu untuk melaksanakan tugasnya.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial (managerial ownership) merupakan
keikutsertaan individu yang aktif dalam proses pembuatan keputusan di perusahaan, umumnya direksi
dan komisaris, menjadi bagian dari pemilik saham perusahaan. Dalam teori agensi, konflik keagenan
berasal dari kecenderungan manajer untuk mengambil keuntungan tambahan dari sumber daya
perusahaan untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, adanya kepemilikan manajerial diharapkan dapat
menjadi insentif untuk mendorong manajer mencurahkan upaya terbaiknya bagi perusahaan.
Beberapa penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial akan
mendorong kinerja manajer dalam memenuhi ekspektasi pemegang saham karena mereka juga
menjadi pemilik saham perusahaan. Dengan kata lain, kondisi ini membantu mengurangi motivasi
manajer untuk meningkatkan kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan pemegang saham
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(Rostami & Rezaei, 2022). Manajer akan terdorong untuk berkeinginan memiliki informasi terpercaya
karena akan mempengaruhi hasil investasinya (sebagai pemegang saham), sehingga manajer akan
berusaha mencegah terjadinya perilaku curang dengan menyajikan keterbukaan informasi yang tepat
dalam laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif
terthadap terjadinya kecurangan laporan keuangan (Shan e al, 2024; Yendrawati ef al, 2023,
Probohudono ¢# al. 2022; Nurcahyono ef al. 2021; dan Kusuma & Fitriani, 2020; Utomo e# a/., 2019).
Semakin tinggi kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen menjalankan perannya sejalan
dengan kepentingan pemegang saham karena kepemilikan saham akan menjaga kepentingan Bersama
sebagal pemegang saham dan menghindari tindakan tidak etis yang dapat berdampak negatif terhadap
perusahaan, sehingga risiko konflik kepentingan dapat diminimalisir.

Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Transaksi pihak berelasi (related party transaction) merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan bisnis
oleh pihak berelasi yang mempunyai hubungan istimewa dan memiliki tujuan tertentu, sehingga risiko
salah saji material menjadi lebih tinggi daripada transaksi dengan pihak tidak berelasi (wnrelated party
transaction) (Yendrawati & Hernanda, 2022). PSAK No. 7 menjelaskan bahwa transaksi pihak berelasi
adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak
berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Oleh sebab itu, risiko penyalahgunaan
kesepakatan (antar pihak berelasi) untuk menyajikan laporan keuangan secara tidak transparan dan
akuntabel akan semakin besar.

Teori akuntansi positif oleh Watts & Zimmerman (1978) menjelaskan bahwa perusahaan
mengungkapkan informasi secara sukarela untuk mengurangi biaya politik karena otoritas pengatur
mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diungkapkan. Faktor biaya politik dalam teori
akuntansi positif menduga bahwa perusahaan besar, misalnya perusahaan pertambangan,
dibandingkan perusahaan kecil memilih metode akuntansi yang akan menggeser laba dari periode saat
ini ke periode mendatang. Kondisi ini memunculkan risiko pengalihan atau pemindahan kekayaan
(tunneling) dari pemegang saham yang disamarkan melalui transaksi pihak berelasi untuk kepentingan
atau keuntungan pribadi (Habib e# a/., 2017). Lebih lanjut, perusahaan menggunakan transaksi pihak
berelasi untuk memanipulasi laporan keuangan (Kabwe, 2023). Kecenderungan transaksi pihak
berelasi yang dilakukan sebagai salah satu metode untuk memanipulasi laporan keuangan pada
gilirannya akan meningkatkan risiko konflik kepentingan sebagaimana diungkapkan oleh Jensen &
Meckling (1976).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif
terthadap kecurangan laporan keuangan (Kabwe, 2023; Ismail Khan & Muhammad Hapiz, 2022;
Daresta & Suryani, 2022; Tarighi ez al., 2022; Pakdelan ef al., 2022; Zimon et al., 2021). Selain itu,
semakin kompleks transaksi pihak berelasi, maka semakin parah manipulasi laporan keuangan yang
dilakukan oleh manajemen (agen) karena risiko lebih besar terjadi apabila transaksi dan kesepakatan
terkait dilakukan secara tidak transparan dengan pihak berelasi untuk kepentingan pribadi mereka dan
pada gilirannya akan menggeser kepentingan pemilik (prinsipal).

Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap potensi kecurangan laporan keuangan

Kepemilikan pemerintah (government ownership) merupakan kondisi di mana pemerintah menjadi bagian
dari pemilik saham suatu perusahaan. Hubungan politik pemilik dapat diproksikan dengan sifat
kepemilikan suatu perusahaan, misalnya kepemilikan pemerintah (Zhang, 2018). Ketika hubungan
politik dibangun melalui kepemilikan parsial oleh badan pemerintah, penegakan hukum yang lebih
lunak akan diimbangi dengan adanya konflik insentif dari pemerintah sebagai pemungut pajak (Preuss
& Konigsgruber, 2021). Hubungan politik yang terbentuk antara kepentingan pemerintah dan sektor
korporasi ini memungkinkan intervensi pemerintah untuk melakukan kontrol atau kendali atas suatu
perusahaan yang dapat mempengaruhi pengawasan terhadap manajemen, termasuk bagaimana sumber
daya perusahaan dikelola dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
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Teori akuntabilitas (Tetlock, 1985) menggambarkan individu sebagai politisi yang bereaksi
terthadap akuntabilitas dengan cara yang mengoptimalkan posisi mereka dalam sistem sosial,
khususnya bagi eksekutif. Peneliti berpendapat bahwa akuntabilitas dapat dicapai melalui struktur
institusional yang membuat pejabat administratif bertanggung jawab kepada warga negara (Hussain &
Moriarty, 2018) memiliki akses pengawasan yang kuat terhadap perusahaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif
terhadap kecurangan laporan keuangan (Liang ez al., 2023; Ababneh & Aga, 2019; dan Wu ez a/., 2016).
Pemerintah yang memiliki kewajiban menjalankan prinsip keadilan dan transparansi akan turut
mendorong perusahaan, di mana terdapat kepemilikan pemerintah, untuk memastikan pengawasan
manajemen perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi termasuk insentif positif atas perilaku etis
manajemen (Ruhnka & Boerstler, 1998), akses informasi dan sumber daya berkelanjutan (Boso et al.,
2017), serta memastikan kepercayaan dan reputasi publik yang baik karena perusahaan yang dimiliki
pemerintah cenderung menjadi perhatian media kritis (Preuss & Konigsgruber, 2021), masyarakat
umum, dan organisasi atau forum sosial, hingga mendorong penyajian laporan keuangan yang
berkualitas (Ababneh & Aga, 2019).

Pengaruh koneksi politik dewan komisaris dan direksi terthadap potensi kecurangan laporan
keuangan

Faccio ez al. (2006) mendefinisikan sebuah perusahaan memiliki hubungan politik jika setidaknya salah
satu pejabat tinggi perusahaan (eksekutif perusahaan, dewan komisaris atau direksi, atau pemegang
saham mayoritas (mengendalikan setidaknya 10% dari saham dengan hak suara perusahaan) adalah
kepala negara (yaitu, presiden, raja, atau perdana menteri), menteri pemerintah, anggota parlemen
nasional, partai politik atau terafiliasi politik. Dewan komisaris dan direksi yang memiliki koneksi
politik (politically connected board) dapat memanfaatkan koneksi politik sebagai alat untuk memperoleh
keuntungan pribadi, melalui kemudahan perusahaan memperoleh kontrak pemerintah (Brugués ef a/,
2024), dan kecurangan laporan keuangan (Sudirman ef a/., 2023).

Teori akuntansi positif oleh Watts & Zimmerman (1978) mengemukakan faktor biaya politik
(political costs) dapat menjelaskan keterkaitan korporasi dengan sektor politik. Sektor politik memiliki
kekuasaan untuk mempengaruhi transfer kekayaan antar berbagai kelompok, dan sektor korporasi
sangat rentan terhadap redistribusi kekayaan ini. Sehingga eksekutif perusahaan yang berada pada
jabatan politik atau memiliki koneksi polittk mempunyai kekuatan untuk melakukan transfer kekayaan
antar berbagai kelompok. Mengingat pelaku bisnis maupun pelaku politik memiliki sifat dasar manusia
yakni oportunistik, sehingga pada gilirannya mereka dapat memanfaatkan politik untuk keuntungan
mereka sendiri daripada kepentingan pemegang saham, sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan
(Jensen & Meckling, 1976).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa eksekutif yang memiliki koneksi politik
berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (Wang ez a/., 2024; Maulidi ez
al., 2023; Sudirman e al., 2023; dan Rezazadeh & Mohammadi, 2019). Manajemen perusahaan dapat
memanfaatkan koneksi politik sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, mengingat sifat
oportunistik mereka untuk kemudahan perusahaan memperoleh kontrak pemerintah dan melakukan
tindakan kecurangan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah usulan model konseptual penelitian
dengan atribut tata kelola perusahaan menggunakan ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite
audit, kepemilikan manajerial, transaksi pihak berelasi, dan koneksi politik menggunakan kepemilikan
pemerintah dan koneksi politik dewan komisaris dan direksi terhadap potensi kecurangan laporan
keuangan. Gambar 1 menyajikan model konseptual penelitian tata kelola perusahaan dan koneksi
politik terhadap kecurangan laporan keuangan.
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Gambar 1. Model Konseptual Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap
Potensi Kecurangan Laporan Keuangan

Sumber: Olahan Penulis

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif untuk membangun model konseptual
terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Menurut Varpio ef al. (2020), kerangka konseptual
adalah pembenaran mengapa suatu penelitian tertentu harus dilakukan. Kerangka konseptual (1)
menggambarkan keadaan pengetahuan yang diketahui, biasanya melalui tinjauan pustaka; (2)
mengidentifikasi kesenjangan dalam pemahaman kita tentang suatu fenomena atau masalah; dan (3)
menguraikan dasar-dasar metodologis dari proyek penelitian. Kerangka konseptual disusun untuk
menjawab dua pertanyaan: "Mengapa penelitian ini penting?" dan "Kontribusi apa yang mungkin
diberikan temuan ini terhadap apa yang sudah diketahui?". Penelitian konseptual tidak melibatkan
percobaan praktis. Dalam penelitian deduktif objektif, kerangka konseptual biasanya mencakup
deskripsi literatur yang relevan, ringkasan teori yang relevan, penjelasan mengapa teori ini dapat
menjadi informasi dalam konteks ini, pertanyaan penelitian spesifik yang mungkin berisi hipotesis,
dasar pemikiran metodologi penelitian yang diadopsi, dan serangkaian hasil atau variabel yang menarik.
Kerangka konseptual diselesaikan sebelum penelitian dan jarang dimodifikasi setelah pengumpulan
data dimulai. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan kajian teoritis
pada model konseptual pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap potensi
kecurangan laporan keuangan. Selain itu, variabel-variabel dalam penelitian ini dapat memberikan
perspektif baru dalam mengidentifikasi pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap
potensi kecurangan laporan keuangan.

KESIMPULAN

Kecurangan laporan keuangan merupakan masalah global yang berdampak negatif terhadap
perusahaan dan pemangku kepentingan terkait, khususnya pemegang saham. Oleh sebab itu, laporan
keuangan berperan penting untuk mengungkapkan aktivitas ekonomi perusahaan, sehingga laporan
keuangan harus disusun secara transparan dan akuntabel. Pendekatan yang sering digunakan untuk
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menganalisis potensi kecurangan laporan keuangan adalah tata kelola perusahaan. Selain itu, area
politik dan bisnis yang masih menjadi gray area telah menjadi perhatian penulis untuk menganalisis
dampaknya terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Tinjauan teoritis dan hasil penelitian
sebelumnya telah menemukan bahwa atribut tata kelola perusahaan dan koneksi politik perusahaan
harus dipertimbangkan dalam upaya perusahaan mengurangi risiko kecurangan laporan keuangan.
Beberapa atribut tata kelola perusahaan yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
seperti ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan transaksi
pihak terkait. Kemudian, perspektif koneksi politik perusahaan dapat dilihat melalui kepemilikan
pemerintah dan koneksi politik dewan komisaris dan direksi. Penulis mengajukan sebuah model
konseptual dalam menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap potensi
kecurangan laporan keuangan. Teori yang digunakan dalam model konseptual ini adalah teori agensi,
teori akuntabilitas, dan teori akuntansi positif. Model penelitian dapat dilakukan melalui penelitian
kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan pada
perusahaan industri ekstraktif di Indonesia. Model konseptual ini bermanfaat untuk memberikan
interpretasi baru terhadap potensi kecurangan laporan keuangan khususnya dari tata kelola perusahaan
dan koneksi politik berdasarkan teori ekonomi klasik (teori agensi, teori akuntabilitas, dan teori
akuntansi positif) dan perspektif penulis.
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